BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

Laporan

Keuangan
(Audited)




KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang
dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Badan Pendapatan daerah Kota
Bontang menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi; Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan
Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan khususnya Lampiran | SAP basis akrual dan Peraturan Walikota
Bontang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota

Bontang.

Pada dasarnya Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 disusun
dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders
(antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa)
yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan
oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang selama Tahun anggaran 2021
serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam
menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi

mengenai pendapatan LRA, belanja, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Demikian Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
ini dibuat dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

menentukan arah kebijakan pengelolaan keuangan di masa mendatang.

Bontang, 2022

Pengguna Anggaran,

Rafidah , SE, M.Si
NIP. 19700323 200112 2 003

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN BAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021] 2



PEMERINTAH KOTA BONTANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG
JI. MH. Thamrin RT.05 Kel.Gunung Elai Kec. Bontang Utara
BONTANG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang yang
terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c)
Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan
Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah

tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas
laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Bontang, 2022

Pengguna Anggaran,

Rafidah, SE, M.Si
NIP. 19700323 200112 2 003
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PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB |
PENDAHULUAN

[.1Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang disusun
untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan
seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan
keuangan Badan Penadapatan Daerah Kota Bontang terutama digunakan
untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran
yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan
efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan

perundang-undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota

Bontang adalah:

1. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi
anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna
dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

daya.

2. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan
dan untuk menunjukkan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kota

Bontang atas sumber daya yang dikelola.
.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1) Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya
bagian yang mengatur keuangan negara; (khususnya pasal 23 ayat
(1) : Anggaran Pendapatan dan Belanja negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan

undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah;
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11) Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 tahun 2013 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah kota
Bontang Tahun 2013 Nomor 4);

12) Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang;

13) Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

[.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun
sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab Il Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian
Target Kinerja APBD
2.1. Ekonomi makro/Ekonomi regional
2.2. Kebijakan keuangan
2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab Ill Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah
4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan
keuangan
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan
keuangan
4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan
ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan
keuangan
5.1.1 Pendapatan
5.1.2 Belanja
5.1.3 Beban
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5.1.4 Aset
5.1.5 Kewajiban
5.1.6  Ekuitas
5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang

timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup
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Bab Il

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian
Target Kinerja APBD

.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Ekonomi Makro adalah srudi tentang ekonomi yang menjelaskan
perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat,
perusahaan, dan pasar. Ekonomi Makro dapat digunakan untuk
menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan
seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan

pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Perekonomian di Kota Bontang hingga tahun 2021 masih
didominasi oleh sektor industri pengolahannya. Kinerja perekonomian
daerah Kota Bontang akan digambarkan dalam rancangan kerangka
ekonomi daerah disertai juga penjelasan atas analisis statistik
perkembangan perekonomian Kota Bontang.

Dalam rangka menggambarkan kerangka ekonomi daerah tersebut,
pada tahun 2021 ini telah disusun sejumlah kerangka kebijakan
pembangunan ekonomi dan prioritasnya sebagai antisipasi atas sejumlah
permasalahan pembangunan yang dihadapi. Penetapan kebijakan
dan prioritas pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk
memastikan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan

yang ditetapkan.

Ditinjau dari sisi penerimaan pendapatan analisis kerangka ekonomi
daerah dimaksudkan juga untuk dapat membantu memperkirakan
prospek penerimaan pendapatan daerah berdasarkan sektor-sektor
potensial yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan
pendapatan daerah. Sehingga kebijakan yang akan dirumuskan pada

sektor pendapatan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

[1.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Kinerja perekonomian Kota Bontang secara umum dapat
digambarkan oleh beberapa indikator, antara lain yang umumnya
digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tingkat pertumbuhan riil PDRB mencerminkan keberhasilan yang
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telah dilaksanakan, sedangkan pendapatan per kapita per tahun
merupakan indikator kasar tentang tingkat kesejahteraan
penduduk suatu daerabh.

Pada tahun 2020, sektor industri pengolahan masih
menjadi penyumbang tebesar struktur perekonomian Kota
Bontang mencapai 79,60 persen terhadap PDRB Kota
Bontang. Sektor Pengolahan tersebut tak lepas dari
keberadaan PT. Badak LNG dan PT. Pupuk Kaltim. Namun
dilihat dari tingkat pertumbuhannya, perekonomian dengan
migas tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif. Hal
ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pertumbuhan
ekonomi Kota Bontang mengalami penurunan. Salah satu
penyebab pertumbuhan yang negatif tersebut adalah adanya
penurunan produksi yang cukup besar dalam pertambangan
minyak, gas dan panas bumi.

Laju pertumbuhan perekonomian Kota Bontang tanpa migas
sejak tahun 2016-2020 selalu tumbuh positif. Pada tahun 2020,
laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas Kota Bontang mengalami
peningkatan 2,38 pesen.

Pertumbuhan ekonomi tanpa migas ini harus menjadi
perhatian mengingat berdasarkan data Dinas Sosial dan Tanaga
Kerja Kota Bontang, sektor-sektor ekonomi non migas ini menjadi
tumpuan sebagian besar penduduk Kota Bontang. Tercatat 52.489
tenaga kerja atau 63,06 persen bekerja di sektor jasa dan 7.782
tenaga kerja atau 9,35 persen bekerja di sektor pertanian,
perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Oleh
karena itu hal tersebut telah menjadi bagian dari arah kebijakan
pembangunan ekonomi Kota Bontang sebagaimana telah
dituangkan dalam RKPD tahun 2021 yakni:

a) Peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas ;

b) Peningkatan daya saing ekonomi ;

c) Peningkatan daya dukung infrastruktur dasar dan

infrastruktur ekonomi daerah.
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[1.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Tahun
2021

Perkembangan ekonomi Kota Bontang sebagaimana secara
ringkas telah diuraikan pada sub bahasan di atas, dalam perspektif faktor
keterkaitan dan pengaruh tidak dapat terlepas dari faktor perkembangan
perekonomian nasional dan global. Oleh karena itu terjadinya penurunan
dan pelambatan pertumbuhan ekonomi Kota Bontang secara eksternal
sangat terpengaruh oleh terjadinya penurunan gairah perdagangan
internasional khususnya terkait dengan menurunnya harga komoditas
seperti migas dan batu bara.

Secara ringkas gambaran indikator makro ekonomi Kota Bontang
dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB) merupakan jumlah
seluruh nilai tambah dari seluruh barang dan jasa ( output ) yang
dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB menurut
lapangan usaha ,merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai
tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas
berbagai aktivitas produksinya. PDRB maupun agregat turunannya
disajikan dalam dua versi penilaian yaitu atas dasar harga berlaku
dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku
menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang atas dasar harga
konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar (tahun
2010).

Nilai PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku tahun 2020
dapat dilihat pada Tabel 2.1 yaitu mencapai 56,56 triliun rupiah.
Secara nominal, nilai ini mengalami penurunan 1,78 triliun rupiah
dibandingkan tahun 2019. Turunnya nilai PDRB ini terutama
dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan
usaha.

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN BAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021| 10



Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang atas Dasar

Tabel 2.1

Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Termasuk Migas di Kota
Bontang (dalam Miliar Rupiah), 2017-2020

Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020
1) 2) 3) 4) ®)

peranian, Kenutanan, dan 548,9 621,32 682,46 716,29
Pertambangan dan Penggalian 483,34 438,47 348,45 268,01
Industri Pengolahan 49 423,90 48 354,99 47 094,46 | 45 020,30
Pengadaan Listrik dan Gas 16,32 217,65 19,1 21,5
Sampal, Limbah, dah Daur Uiang| 1193 1354 | 1425 15
Konstruksi 2 886,70 3 304,49 3 700,50 3724,32
e B S| emst | Lewizs | A7rsnr | asiozs
Transportasi dan Pergudangan 700,99 778,49 812,7 843,43
g:gﬁ‘:}iﬁ;gﬁkom"dag Makan 257,65 296,14 330,32 326,88
Informasi dan Komunikasi 401,22 426,65 450,96 477,33
Jasa Keuangan dan Asuransi 403,46 428,76 443,83 461,19
Real Estate 234,35 246,46 263,49 280,04
Jasa Perusahaan 231,2 247,48 268,05 276,11
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan, dan Jaminan Sosial 743,14 790,8 845,22 840,22
Waijib
Jasa Pendidikan 519,78 586,41 623,53 673,24
Jsiz?aﬁ(esehata” dan Kegiatan 355,35 398,51 432,49 510,31
Jasa Lainnya 180,6 204,45 230,1 231,02

Total 58 885,68 58 785,89 58 335,68 | 56 555,44

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Sementara itu berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kota

Bontang mengalami penurunan dibanding tahun 2019, setelah

sebelumnya mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan
tahun 2018. Pada tahun 2019 nilai PDRB Kota Bontang atas dasar
haga konstan tahun 2010 sebesar 40,42 triliun rupiah dan nilai
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tersebut mengalami penurunan menjadi 39,31 triliun rupiah pada

tahun 2020.

Tabel 2.2

Produk Domestik Regional Bruto Kota Bontang Atas Dasar Harga

Konstan Menurut Lapangan Usaha Termasuk Migas di Kota
Bontang (Miliar Rupiah), 2017-2020

Lapangan Usaha 2017 2018 2019 2020
@ ) 3 4 ®)
Pertanian, Kehutanan, dan 368,45 401,23 427,33 441,82
Pertambangan dan Penggalian 441,27 377,36 308,74 275,5
Industri Pengolahan 36 125,00 34 091,49 32 950,30 31 704,91
Pengadaan Listrik dan Gas 13,89 14,59 15,74 17,68
Sampah, Limbah dan daur Ulang| 8% 98 1021 104
Konstruksi 2071,15 2170,82 2 295,67 2 296,68
Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda 1 072,59 1 139,03 1189,12 1 233,49
Motor
Transportasi dan Pergudangan 563,17 594,77 609,96 626,34
penyediaan Akomodast dan 173,66 189,27 205,78 202,89
Informasi dan Komunikasi 379,4 379,5 391,09 413
Jasa Keuangan dan Asuransi 301,72 305,65 306,96 317,55
Real Estate 189,61 196,11 204,57 212,92
Jasa Perusahaan 193,05 198,73 205,51 201,35
Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan, dan Jaminan Sosial 455,18 469,53 485,42 469,87
\Waijib
Jasa Pendidikan 357,38 390,3 409,7 431,32
%?Jss?aresehata” dan Kegiatan 238,01 257,94 269,5 317,07
Jasa Lainnya 120,58 130,1 137,81 136,4
Total 43 073,06 41 316,22 40 423,40 39 309,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN BAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021| 12




b) Inflasi

Inflasi Kota Bontang mengacu pada tingkat inflasi Provinsi
Kalimantan Timur. Pada Desember tahun 2021 tingkat inflasi
Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,68 persen dengan tingkat
inflasi tahun kalender 2,15 pesen dan tingkat inflasi dari tahun ke
tahun sebesar 2,15 pesen.

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang
ditunjukan oleh meningkatnya beberapa indeks kelompok
pengeluaran yaitu :

1. Kelompok makanan,minuman dan tembakau sebesar

1,78 persen,;
Kelompok transportasi sebesar 1,39 persen;

3. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan

rutin rumah tangga sebesar 0,39 persen;

4. Kelompok peraatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29

persen;

5. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran

sebesar 0,15 persen;

6. Kelompok perumahan, air,listrik dan bahan bakar rumah

tangga sebesar 0,09 persen

Kelompok kesehatan sebesar 0,09 persen;

Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,06
persen;

9. Kelompok pendidikan sebesar 0,03 persen;

c) Investasi

Investasi merupakan salah faktor utama penentu apakah
pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya akan terus meningkat
atau tidak, sehingga dengan berbagai macam kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah dapat membantu para investor maupun
calon investor. Oleh karena itu peningkatan investasi ini diyakini
dapat memberikan andil yang besar terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah.. Kebehasilan dalam menumbuhkan investasi
akan sangat berkorelasi dengan kemampuan untuk meningkatkan
kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan dan
penyediaan pelayanan publik.

Realisasi investasi Kota Bontang tahun 2020 yang bersumber

dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp.
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1.701.300.570.861,28 ,- dan Penanaman Modal Asing (PMA)
sebesar US$ 104.816.446,74 . Adapun target nilai investasi pada
tahun 2020 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar
Rp. 1.563.723.000.000 ,- . Sedangkan untuk Penanaman Modal
Asing sebesar US$ 206.902.000.

Realisasi investasi Kota Bontang pada tahun 2021 Triwulan Ill
yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
sebesar Rp. 647.689.287.170 ,- . Sedangkan untuk Penanaman
Modal Asing sebesar US$33.185.995,72 . Adapun target nilai
investasi pada tahun 2021 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) sebesar Rp. 1.641.909.000.000 ,- dan Penanaman Modal
Asing (PMA) sebesar US$ 227.592.000.

d) Ekspor

Komponen produk ekspor Kota Bontang secara umum dapat
dikelompokkan menjadi produk Migas dan Non Migas. Realisasi
Ekspor pada tahun 2021 periode Januari — Desember mencapai
Rp. 3.542.017.452,37 atau 67,46 % dibandingkan periode yang
sama tahun 2020 sebesar Rp. 2.115.032.323,02.

[1.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020
dan Tahun 2021

Sehubungan dengan penetapan target indikator makro tesebut,
prioritas kebijakan yang diupayakan, khususnya dalam rangka pemulihan
ekonomi pasca pandemi Covid-19 adalah menstimulasi tumbuhnya
sektor-sektor ekonomi masyarakat yang secara langsung berdampak
pada meningkatnya daya beli masyarakat.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kota
Bontang serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan
eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang
dihadapi pada Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

[I.1.3.1.Tantangan

Memperhatikan tren pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun
2015-2019 dan dinamika perkembangan ekonomi nasional pasca
pandemi Covid-19 , maka tantangan perekonomian daerah yang
dihadapi pada Tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tantangan untuk mendorong percepatan pertumbuhan
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ekonomi adalah terkait dengan upaya untuk memastikan agar
pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh peran sektor-
sektor ekonomi masyarakat dan khususnya sektor ekonomi
maritim. Oleh karena itu peran stimulasi melalui program —
program pembangunan pemerintah harus benar — benar
terarah pada sektor- sektor ekonomi produktif masyarakat
yang dapat berdampak langsung pada peningkatan daya beli;

2. Kebutuhan untuk meningkatkan daya saing investasi masih
perlu terus ditingkatkan utamanya prasarana dan sarana
pelabuhan dan infrastruktur transportasi darat umtuk
memperlancar akses angkutan barang dan orang. Pada sektor
perdagangan, operasionalisasi prasarana dan sarana pasar
perlu dipercepat sehingga diharapkan dapat meningkatkan
volume perdagangan;

3. Masih relatif tingginya angka pengangguran menjadi
tantangan utama pelaksanaan pembangunan mengingat
investasi yang bertumbuh tidak berdampak signifikan terhadap
tingkat penyerapan tenaga kerja. Sektor — sektor utama
investasi masih terpusat pada sektor padat modal yang
membutuhkan skill dan kualifikasi tenaga kerja yang tinggi
dengan jumlah yang terbatas;

4. Jumlah penduduk dengan komposisi usia produktif yang terus
membesar dibandingkan dengan usia non produktif
merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan.
Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk
pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal
penyediaan saran dan prasarana dasar kehidupan
masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas;

5. Masih dominannya peran sektor industri pengolahan migas
dan kimia dalam struktur ekonomi Kota Bontang menyebabkan
stimulasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melaui
anggaran pembangunan daerah menjadi sangat lemah,
tantangan utama bagi pemerintah Kota Bontang adalah
mendorong tumbuhnya investasi pada sektor — sektor diluar
industri basis (industri migas dan kimia) utamanya sektor
mendorong investasi pada sektor ekonomi maritim;

6. Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas
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dalam rangka mendorong tumbuhnya sektor UMKM dan
sektor jasa terkait masih belum optimal, khususnya dalam

meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi wisata.

[1.L1.3.2. Prospek Perekonomian Daerah tahun
2020 dan 2021

Berdasarkan realisasi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang
hingga tahun 2019 serta memperhatikan proyeksi perkembangan
ekonomi nasional dan kebijakan pembangunan nasional serta
arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun
2021, maka prospek perkembangan ekonomi Kota Bontang tahun
2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan
kembali mengalami perbaikan sejalan dengan membaiknya
ekonomi global pasca tekanan pendemi Covid-19. Dengan
meningkatnya kembali perdagangan internasional dan
harga-harga komoditas diharapkan dapat mendorong
perkembangan sektor-sektor ekonomi riil masyarakat.
Momentum pertumbuhan ekonomi ini diharapkan diikuti oleh
meningkatnya investasi sehingga pertumbuhan ekonomi
akan kembali meningkat pada tahun 2021;

2. Perkiraan akan kembali meningkatnya pertumbuhan
ekonomi Kota Bontang, dan perkiraan kembali meningkatnya
investasi diaharapkan dapat berdampak pada penurunan
angka kemisikinan menjadi 4% sesuai dengan target RPJMD
dan Tingkat Pengangguran Terbuka juga akan kembali
mengalami pengurangan menjadi dibawah 9%

3. Pertumbuhan ekonomi Non Migas diharapkan dapat kembali
mengalami pertumbuhan seiring dengan adanya potensi
peningkatan sisi penerimaan khususnya sektor-sektor
perdagangan dan jasa yang turut kembali bergairah didorong
oleh potensi peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi

masyarakat pasca pandemi Covid-19.
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1.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat
berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, agar
dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam
pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat,
diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk
mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah di
Kota Bontang pada tahun 2021 secara umum diarahkan:

a) Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan
prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2021 yaitu intensifikasi
dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (sustained),
serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif;

b) Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya
untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan
sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2021;

c) Kebijakan pembiayaan tahun 2021 diarahkan untuk
meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan
investasi Pemerintah Daerah.

Sejalan dengan kebijakan umum keuangan daerah di atas, dalam rangka
mendukung kapasitas fiskal daerah yang merupakan penopang strategis
pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang dirancang dalam
RKPD tahun 2021, kebijakan keuangan daerah juga harus mampu
mengupayakan dan mendorong agar sumber-sumber non APBD dapat
semakin di tingkatkan. Adapun sumber-sumber pendanaan dimaksud
mencakup APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta

kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR).

1.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Kota Bontang merupakan salah satu kota dengan karakteristik
ekonomi yang sangat dominan peran sektor industri pengolahannya. Hingga
tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020 dan 2021 karakteristik tersebut
diproyeksikan belum akan mengalami perubahan yang signifikan. Kinerja
perekonomian daerah Kota Bontang akan digambarkan dalam rancangan
kerangka ekonomi daerah disertai juga penjelasan atas analisis statistik

perkembangan perekonomian Kota Bontang.
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Dalam rangka menggambarkan kerangka ekonomi daerah tersebut,
pada tahun 2021 ini telah disusun sejumlah kerangka kebijakan
pembangunan ekonomi dan prioritasnya sebagai antisipasi atas sejumlah
permasalahan pembangunan yang dihadapi. Penetapan kebijakan dan
prioritas pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk
memastikan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang
ditetapkan.

Ditinjau dari sisi penerimaan pendapatan analisis kerangka ekonomi
daerah dimaksudkan juga untuk dapat membantu memperkirakan prospek
penerimaan pendapatan daerah berdasarkan sektor-sektor potensial yang
dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah.
Sehingga kebijakan yang akan dirumuskan pada sektor pendapatan dapat
dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Indikator pencapaian target kinerja APBD Badan Pendapatan Daerah
Kota Bontang tahun 2021 dapat dilihat dari besarnya jumlah anggaran
pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan pada Badan Pendapatan

Daerah Kota Bontang.

Tabel berikut ini menyajikan indikator pencapaian target kinerja keuangan

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2021

Tabel 2.3

Target Kinerja Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

No Uraian Anggaran Anggaran Setelah Bertambah
Sebelum Perubahan /Berkurang
Perubahan
(Rp) (Rp)
(Rp.)

%

DAERAH

1 PENDAPATAN | 103.771.073.276,00 | 109.326.500.384,00 | 5.555.427.108,00 | 5,35%

Asli Daerah

2 Pendapatan 103.771.073.276,00 | 109.326.500.384,00 | 5.555.427.108,00 | 5,35%

3 Pendapatan
_ 99.335.000.000,00 | 109.243.242.125,00 | 9.908.242.125,00
Pajak Daerah

9,97%

4 Pendapatan
Retribusi 0,00 0,00 0,00
Daerah

0,00%

5 Pendapatan
Hasil

3.531.668.000,00 0,00 (3.531.668.000,00)
Pengelolaan

Kekayaan

(100%)
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Daerah  yang
Dipisahkan
6 Lain-Lain PAD
904.405.276,00 83.258.259,00 (821.147.017,00) | (90,79%)
yang Sah
7 BELANJA
15.956.130.456,00 18.461.047.144,00 2.504.916.688,00 15,70%
DAERAH
8 Belanja
) 15.066.717.453,00 | 17.515.126.051,00 2.448.408.598,00 16,25%
Operasi
9 Belanja
] 10.212.698.078,00 | 10.752.385.852,00 539.687.774,00 5,28%
Pegawai
10 | Belanja Barang
4.854.019.375,00 6.762.740.199,00 1.908.720.824,00 | 39,32%
Dan Jasa
11 | Belanja Modal 889.413.003,00 945.921.093,00 56.508.090,00 6,35%
11 | Belanja Modal 889.413.003,00 945.921.093,00 56.508.090,00 6,35%
12 | JUMLAH 15.956.130.456,00 | 18.461.047.144,00 2.504.916.688,00 15,70%
BELANJA
Berdasarkan penjabaran Perubahan APBD Kota Bontang tahun

anggaran 2021 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran, Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang mengelola anggaran
Belanja Daerah sebesar Rp 18.461.047.144,00 yang terdiri dari Belanja
Operasi sebesar Rp 17.515.126.051,00 dan Belanja Modal sebesar Rp
945.921.093,00

Belanja Daerah tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 3 Program
dan 9 Kegiatan dan 28 sub kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
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Bab IlI

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

[lI.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada tahun anggaran 2021 anggaran belanja daerah yang dialokasikan
kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang setelah perubahan APBD
adalah sebesar Rp.18.461.047.144,00 dengan realisasi anggaran mencapai
Rp 17.214.826.318,00 atau 93,25 persen.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Pendapatan
Daerah Kota Bontang selama tahun 2021 dapat dilihat secara ringkas pada

tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Ikhtisar Target Dan Realisasi Kinerja Keuangan Badan Pendapatan

Daerah Tahun Anggaran 2021

Pagu anggaran
No Uraian setelah perubahan Realisasi (Rp) % Lebih/(Kurang)
(Rp)

1 PENDAPATAN 109.326.500.384,00 | 117.005.046.176,17 | 107,02 | 7.678.545.792,17
DAERAH

2 Pendapatan Asli | 109.326.500.384,00 | 117.005.046.176,17 | 107,02 | 7.678.545.792,17
Daerah

3 Pendapatan Pajak | 109.243.242.125,00 | 116.883.388.141,45 | 106,99 | 7.640..146.016,45
Daerah

4 Pendapatan 0,00 0,00 0 0,00
Retribusi Daerah

5 Hasil Pengelolaan 0,00 0,00 0 0.00
Kekayaan Daerah
yang dipisahkan

6 Lain Lain 83.258.259,00 121.658.034,72 146,12 38.399.775,72
Pendapatan  Asli
Daerah yang Sah

7 BELANJA 18.461.047.144,00 17.214.826.318,00 93,25 1.246.220.826,00
DAERAH

8 Belanja Operasi 17.515.126.051,00 16.276.903.727,00 92,93 1.238.222.324,00

9 Belanja Pegawai 10.752.385.852,00 9.813.019.357,00 91,26 1.435.816.990,00

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN BAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021| 22




10 | Belanja Barang 6.762.740.199,00 6.463.884.370,00 95,58 1.435.816.990,00
dan Jasa

11 | Belanja Modal 945.921.093,00 937.922.591,00 99,15 701.579.703,00

12 | Belanja Modal 945.921.093,00 937.922.591,00 99,15 7.998.502,00

13 | JUMLAH 945.921.093,00 937.922.591,00 99,15 7.998.502,00
BELANJA

Tabel di atas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah
mencapai sebesar Rp. 117.005.046.176,17 atau 107,02 persen dari target
anggaran sebesar Rp. 109.326.500.384,00 yang terdiri dari
Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 116.883.388.141,45 atau 106,99

realisasi

persen, realisasi Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa
Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp. 121.658.034,72 atau 146,12 persen.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 16.276.903.727,00 atau 92,93
persen dari target sebesar 17.515.126.051,00 yang diperuntukkan Belanja
Pegawai sebesar Rp 9.813.019.357,00 atau 91,26 persen dari alokasi
anggaran sebesar Rp 10.752.385.852,00; Dan Belanja Barang dan Jasa
sebesar Rp 6.463.884.370,00 atau 95,58 persen dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 6.762.740.199,00. Lalu Realisasi Belanja Modal sebesar Rp
937.922.591,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 945.921.093,00.

Belanja Operasi adalah belanja yang terkait langsung dengan
pelaksanaan program/kegiatan. Pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah
melaksanakan 3 Program , 9 Kegiatan dan 28 sub kegiatan yang secara umum
outputnya dapat direalisasikan dengan baik dengan serapan anggaran rata-
rata 93,25 persen. Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan belanja Operasi
tahun 2021 berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan digambarkan

pada tabel berikut ini:
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1.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang

Telah Ditetapkan

Dalam pencapaian target kinerja keuangan sebagaimana dijelaskan
pada bagian sebelumnya,terjadi efisiensi pada beberapa pos belanja,

sehingga pencapaian target tidak mencapai 100%.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang
telah ditetapkan yaitu masih adanya kegiatan yang belum didukung
dengan perencanaan anggaran dan penyusunan jadwal pelaksanaan

yang memadai.
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Bab IV
Kebijakan Akuntansi
IV.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Sebagai satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang, Badan
Pendapatan Daerah Kota Bontang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi
dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada satuan kerja

pengelola keuangan daerah sebagai entitas pelaporan.
IV.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian
Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun anggaran
2017 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban,
maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas serta Basis kas untuk

pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.
V.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam
laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari
imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Sedangkan
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan
keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan
mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata
uang rupiah.

Basis pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan Badan

Pendapatan Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran
pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih
dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat

dikecualikan. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan
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diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur
mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan LRA dalam
mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto sesuai dengan
realisasi pengeluaran kas atau sesuai dengan dokumen pengeluaran

yang sah. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan

Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Penerimaan
pembiayaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan

Pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran
pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel
terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih
dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat
dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui
dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur

mengenai badan layanan umum.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode
pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama
satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai
dengan klasifikasi ekonomi (line item). Beban penyusutan/amortisasi

dilakukan dengan Metode garis lurus (straight line method).

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya
disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk
valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank

sentral pada tanggal neraca.
Persediaan disajikan sebesar :

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri;

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;
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Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya
perolehan. Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian
terakhir. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang
dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis, diakui sebagai barang cetakan
dan dinilai sebesar biaya perolehan terakhir. Harga pokok produksi
persediaan, meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan
yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara
sistematis. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan
dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan
meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang
memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length
transaction).

. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of
goods). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka
penyajian Laporan Operasional. Dalam hal persediaan dicatat secara
perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung
berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit
sesuai metode penilaian yang digunakan. Metode ini digunakan untuk
jenis persediaan yang sifatnya terus menerus dan membutuhkan kontrol
yang besar, seperti obat — obatan. Dalam hal persediaan dicatat secara
periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung
berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal
persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi
dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan
metode penilaian yang digunakan. Metode ini digunakan untuk jenis
persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis
kantor.

. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai
aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya
perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai
wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada
saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan
suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah
pengeluaran — pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara

langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Biaya
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10.

11.

administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu
komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat
diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau
membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan
(start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya
suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi
kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga
pembelian.

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat
dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk
tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset
tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan
pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset tidak
berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan
sendiri olah Pemerintah Kota Bontang. Aset tidak berwujud dinilai
sebesar nilai perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas
pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga
siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang
diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset
tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah
tersebut. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas
aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi
adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan
secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya (masa
manfaat untuk aset tidak berwujud selama 5 tahun). Amortisasi dapat
dilakukan dengan metode garis lurus. Metode amortisasi yang
digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat
ekonomis masa depan yang diharapkan. Amortisasi dilakukan setiap
akhir periode akuntansi.

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya.
Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs
tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal
dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos

mengikuti karakteristiknya
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12.Ekuitas disajikan sebesar selisin antara aset dan kewajiban. Saldo

ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan
Perubahan Ekuitas.

IV.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang

ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Proses penyusunan laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota
Bontang berpedoman pada Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun
2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun dengan
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan tahun 2015
dilingkungan pemerintah Kota Bontang telah menenerapkan standar akuntansi
pemerintahan berbasis akrual sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 tahun 2013, sehingga kebijakan akuntansi yang telah
ditetapkan, mulai diterapkan pada penyusunan laporan keuangan tahun

anggaran 2017.
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Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

V.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan

Bagian ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat

pada laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran ( LRA),

Neraca, Laporan Operasional ( LO ) , Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ) .

Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan ekuitas tahun

anggaran 2020. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan

penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota

Bontang Tahun Anggaran 2019.

V.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

V.1.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum

Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota

Bontang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Bontang.

Saldo akun-akun Pendapatan-LRA sampai dengan 31 Desember

2021 berasal dari saldo Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari

Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain

Pendapatan Asli

Daerah yang Sah. Rincian Pendapatan Badan

Pendapatan Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rincian Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
Jumlah (Rp) Lebih/( Kurang)
No Uraian
Pagu Anggaran Realisasi % (Rp)
1 PENDAPATAN 109.326.500.384,00 | 117.005.046.176,17 | 107,02 | 7.678.545.792,17
DAERAH
2 Pendapatan Asli | 109.326.500.384,00 | 117.005.046.176,17 | 107,02 | 7.678.545.792,17
Daerah
3 Pendapatan Pajak | 109.243.242.125,00 | 116.883.388.141,45 | 106,99 | 7.640.146.016,45
Daerah
4 Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
Retribusi Daerah
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5 Pendapatan Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan
Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

6 Lain - lain 83.258.259,00 121.658.034,72 | 146,12 38.399.775,72

Pendapatan  Asli

Daerah yang sah

7 Jumlah 109.326.500.384,00 | 117.005.046.176,17 | 107,02 | 7.678.545.792,17

Pendapatan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2021
Sebesar Rp. 117.005.046.176,17 atau 107,02 persen dari target anggaran
yang ditetapkan sebesar Rp. 109.326.500.384,00 yang terdiri dari :

a. Pendapatan Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp. 116.883.388.141,45
atau 106,99 persen dari target anggaran sebesar Rp.
109.243.242.125,00

b. Lain —lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa Pendapatan Denda
Pajak, terealisasi sebesar Rp. 121.658.034,72 atau 146,12 persen dari
target anggaran sebesar Rp. 83.258.259,00

a.l Pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 109.243.242.125,00

Berdasarkan peraturan daerah kota Bontang nomor 9 tahun 2010 tentang
pajak daerah. Pada ketentuan umum pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa
pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang — undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar besarnya

kemakmuran rakyat.

Optimalisasi Pendapatan asli daerah melalui sektor pajak daerah terus
dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sebagai wujud nyata
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Realisasi Pendapatan Pajak
Daerah sebesar Rp. 116.883.388.141,45 atau 106.99 persen dari anggaran
sebesar Rp. 109.243.242.125,00. angka tersebut menunjukan kenaikan
sebesar 16,87 persen dari Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun
Anggaran 2020 sebesar Rp. 100.014.196.975,55 . Pendapatan Pajak Daerah
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tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 5.2

Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021

A telah Realisasi
No Uraian nggl;:lrﬁn ses a Realiasasi 2020
perubahan (Rp ) (Rp) %
1 Pajak Hotel 929.000.000,00 1.332.248.934,70 143,41 961.029.938,20
2 Pajak Restoran 9.977.500.000,00 10.131.534.015,90 101,54 7.918.648.509,20
Pajak Hiburan 420.260.000,00 427.735.042,40 101,78 399.750.385,70
4 | Pajak Reklame 800.000.000,00 798.253.654,50 108,49 697.725.995 30
Pajak
5 Penerangan 33.600.000.000,00 36.464.061.277,00 108,52 36.930.053.918,00
Jalan
6 | Pajak Parkir 65.000.000,00 75.192.600,00 115,68 69.886.180,00
7 | Pajak Air Tanah 7.350.000.000,00 8.205.370.368,45 111,64 7.605.122.905,20
Pajak sarang
8 burung wallet 0,00 0,00 0.00 1.159.972,00
Pajak Mineral
9 bukan logam 77.482.125,00 77.482.125,00 100,00 82.501.125,00
dan batuan
Bea perolehan
hak atas tanah
10 dan bangunan 18.524.000.000,00 20.444.442.144,00 110,37 6.803.364.159,95
(BPHTB)
Pajak Bumi dan
bangunan
11 | pedesaan dan 37.500.000.000,00 38.927.086.080,00 103,81 38.544.953.887,00
perkotaan
(PBBP2)
Jumlah Pajak | g 543 942 12500 | 116.883.388.141,45 | 106,99
Daerah ) ) ) ’ : : : ’ ’ 100.014.196.975,55

b.1 Pendapatan dari lain — lain Pendapatan asli daerah yang sah sebesar
Rp. 121.658.034,72

Realisasi dari Lain — Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Badan

Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021 sebesar Rp, 121.658.034,72

atau 146,12 persen dari target 83.258.259,00 yang terdiri dari :
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Tabel 5.3

Rincian Pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2021

Anggaran Realisasi ; )
; Realiasasi tahun
No Uraian perubahan (
Rp) (Rp) % 2020 (Rp)
1 Hasil Penjualan aset daerah 0,00 0,00 0,00 271.291.908,00
yang tidak dipisahkan
2 Penerimaan Jasa Giro 0,00 0,00 0,00 4.142.231.323,17
3 Pendapatan Denda Atas 0,00 0,00 0,00 234.354.742,00
Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan
4 Pendapatan Denda Pajak 83.258.259,00 | 121.658.034,72 | 146,12 325.216.232,12
5 Pendapatan Hasil Eksekusi 0,00 0,00 0.00 0,00
atas Jaminan
6 Pendapatan dari 0,00 0,00 0,00 343.282.365,00
pengembalian
7 Hasil Pemanfaatan kekayaan 0,00 0,00 0,00 0,00
daerah kerjasama
pemanfaatan
Jumlah Lain Lain | 83.258.259,00 | 121.658.034,72 | 146,12 | 5.316.376.570,29
Pendapatan Asli daerah
yang sah

V.1.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

Pemerintah Kota Bontang.

Alokasi realisasi

pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun

Rincian mengenai Belanja Daerah dan

Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

adalah sebagai berikut :
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Tabel 5.4

Rincian Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

Anggaran 2021

Realisasi 2021

Realisasi 2020

No Uraian %
(Rp) (Rp) (Rp)

1. | BELANJA 18.461.047.144,00 | 17.214.826.318,00 | 93,25 | 18.504.616.529,00

2. | Belanja Operasi 17.515.126.051,00 | 16.276.903.727,00 | 92,93 | 17.284.471.481,00

3. | Belanja Pegawai 10.752.385.852,00 | 9.813.019.357,00 | 91,26 | 9.174.338.614,00

4. | Belanja Barang dan 6.762.740.199,00 | 6.463.884.370,00 | 95,58 | 8.137.132.867,00
Jasa

5. | Jumlah Belanja 17.515.126.051,00 | 16.276.903.727,00 | 92,93 | 17.284.471.481,00
Operasi

6. | Belanja Modal 945.921.093,00 937.922.591,00 99,15 | 1.220.145.048,00

7. | Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00

8. | Belanja Peralatan dan 271.921.093,00 265.752.591,00 97,73 846.530.048,00
Mesin

9. | Belanja Gedung dan 0,00 0,00 0,00
Bangunan

10. | Belanja Jalan irigasi, 0,00 0,00 0,00
dan Jaringan

11. | Belanja Aset Tetap 674.000.000,00 672.170.000,00 99,73 0,00
Lainnya

12. | Belanja Aset Lainnya 373.615.000,00

13. | Jumlah Belanja 945.921.093,00 937.922.591,00 99,15 | 1.220.145.048,00
Modal

14. | JUMLAH BELANJA 18.461.047.144,00 | 17.214.826.318,00 | 93,25 | 18.504.616.529,00

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp

17.214.826.318,00 atau 93,25 persen dari anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp 18.461.047.144,00 terdiri dari:

a. Belanja Operasi, terealisasi sebesar Rp. 16.276.903.727,00 atau

92,93 persen dari

17.515.126.051,00 dan

anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp

b. Belanja Modal, terealisasi sebesar Rp 937.922.591,00 atau 99,15
persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 945.921.093,00
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Realisasi belanja tahun anggaran 2021 dibandingkan dengan

periode dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5

Realisasi Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2021

Uraian Belanja

Realisasi Belanja ( Rp.)

Naik/ ( Turun)

TA 2021 TA 2020 Rp %
BELANJA
16.276.903.727,00 | 17.284.471.481,00 | (1.007.567.754,00) (5,83%)
OPERASI
BELANJA MODAL 937.922.591,00 1.220.145.048,00 ( 282.222.457,00) (23,13%)
Jumlah Belanja 17.214.826.318,00 | 18.506.288.429,00 (1.291.462.111,00) (6,98%)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan

tahun 2020, realisasi Belanja Operasi pada tahun 2021 mengalami

penurunan sebesar Rp. 1.007.567.754,00 dan realisasi Belanja Modal

mengalami penurunan sebesar Rp . 282.222.457,00 dibandingkan tahun

2020.

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan

sehari-hari Pemerintah Kota Bontang yang memberi manfaat jangka

pendek.
Tabel 5.6
Rincian Belanja Operasi
No Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
(Rp) (Rp)
1. BELANJA | 17.515.126.051,00 | 16.276.903.727,00 | 92,93 | 17.284.471.481,00
2. BELANJA | 17.515.126.051,00 | 16.276.903.727,00 | 92,93 | 17.284.471.481,00
OPERASI
3. Belanja 10.752.385.852,00 | 9.813.019.357,00 | 91.26 | 9.147.338.614,00
Pegawai
4, Belanja 6.762.740.199,00 6.463.884.370,00 | 95,58 | 8.137.132.867,00
Barang
5. Jumlah 17.515.126.051,00 | 16.276.903.727,00 | 92.93 | 17.284.471.481,00
Belanja
Operasi

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN BAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021| 37




Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi
pengeluaran tahun 2021 untuk belanja operasi adalah sebesar Rp.
16.276.903.727,00 terdiri dari pos belanja pegawai sebesar Rp
9.813.019.357,00 dan pos belanja barang sebesar Rp.
6.463.884.370,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi
pengeluaran pos belanja operasi tahun 2020 Mengalami penurunan
sebesar Rp. 1.007.567.754,00

Berikut penjelasan ringkas mengenai realisasi belanja operasi
tahun 2021:

1. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 9.813.019.357,00
Realisasi belanja pegawai terutama digunakan untuk:

a. Pembayaran belanja pegawai yang tidak terkait dengan
pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp
8.896.537.025,00 diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan
tunjangan PNS, tunjangan tambahan penghasilan PNS
berdasarkan beban kerja, dan Insentif pemungutan Pajak

Daerah.

b. Pembayaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan
program dan kegiatan sebesar Rp 63.060.000,00 diantaranya
dalam bentuk honorarium panitia pelaksana kegiatan,
honorarium terkait pengadaan barang dan jasa, honorarium tim

pelaksana kegiatan .

c. Pembayaran belanja pegawai belanja insentif bagi KDH/WKDH
atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp. 853.422.332,00

Tabel 5.7

Rincian Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2021

Anggaran Setelah Realisasi
No Uraian

Perubahan (Rp) Rp %
l. Belanja Pegawai 10.752.385.852,00 9.813.019.357,00 91,26
1. Gaji dan Tunjangan ASN 2.933.782.442,00 2.602.047.242,00 88,69
2. Tambahan Penghasilan ASN 2.743.758.962,00 2.387.939.236,00 87,03
2.1 Tambahan penghasilan

] 2.537.782.284,00 2.181.962.566,00 85,98
Berdasarkan Beban Kerja
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Tambahan penghasilan

berdasarkan tempat bertugas 30.104.330,00 30.104.330,00 100,00
PNS
Tambahan penghasilan
o 175.872.348,00 175.872.340,00 100,00
berdasarkan prestasi kerja
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Pertimbangan 4.221.332.268,00 3.969.610.547,00 94,04
Objektif lainnya
Belanja Insentif bagi ASN atas
) 4.138.989.768,00 3.906.550.547,00 82,47
Pemungutan Pajak Daerah
Belanja Honorarium 82.342.500,00 63.060.000,00 76,58
3111 Honorarium
Penanggungjawaban 71.462.500,00 52.180.000,00 73,02
Pengelola Keuangan
3.1.1.2 | Honorarium pejabat
. 10.880.000,00 10.880.000,00 100,00
pengadaan barang dan jasa
Belanja Gaji dan Tunjangan
853.512.180,00 853.422.332,00 99,99
KDH/WKDH
Belanja Insentif bagi
KDH/WKDH atas Pemungutan 853.512.180,00 853.422.332,00 99,99

Pajak Daerah

2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2021 sebesar

Rp.6.463.884.370,00 atau 95,58 persen dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp. 6.762.740.199,00 Realisasi pos belanja ini
terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja barang
Pakai habis, belanja jasa kantor,belanja iuran
jaminan/asuransi,belanja sewa peralatan dan mesin,belanja jasa
konsultansi non kontruksi, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi,
bimbingan teknis serta Pendidikan dan pelatihan, belanja
pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja uang yang
diberikan  kepada pihak  ketiga/pihak lain/masyarakat.
Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program dan
kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang selama tahun
2021.
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Tabel 5.8
Rincian Pos Belanja Barang

Anggaran Realisasi
No Uraian Setelah
Perubahan (Rp) (Rp) %
1. Belanja bahan Pakai habis 1.610.166.515,00 | 1.508.674.978,00 | 93,70
2. Belanja jasa kantor 4.065.608.784,00 | 3.942.234.869,00 | 96,97
3. Belanja iuran jaminan/asuransi 85.988.784,00 80.409.606,00 93,51
4, Belanja sewa dan peralatan dan 24.500.000,00 24.500.000,00 100,00
mesin
5. Belanja sewa Gedung dan bangunan 36.000.000,00 27.000.000,00 75,00
6. Belanja jasa konsultansi non | 400.000.000,00 398.550.000,00 99,64
kontruksi
7. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, 85.500.000,00 72.500.000,00 84,80
bimbingan teknis serta Pendidikan
dan pelatihan
8. Belanja pemeliharaan peralatan dan | 210.750.000,00 201.492.273,00 95,61
mesin
9. Belanja pemeliharaan Gedung dan 35.822.900,00 34.230.900,00 95,56
bangunan
10. | Belanja Perjalanan Dinas 615.392.000,00 595.376.350,00 96,75
11. | Belanja uang dan /atau jasa untuk | 225.000.000,00 181.875.000,00 80,83
diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain/masyarakat
Jumlah 6.762.740.199,00 | 6.463.884.370,00 | 95,58

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp
1.508.674.978,00 atau 93,70 persen dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp 1.610.166.515,00 Belanja Barang Pakai
Habis

kebutuhan alat tulis kantor, Belanja Peralatan Listrik dan

terutama ditujukan untuk keperluan penyediaan
elektronik, Belanja benda pos, Belanja bahan bakar dan
pelumas, Belanja bahan kertas dan cover,belanja cetak,Belanja
bahan computer,belanja bahan perabot kantor,belanja bahan
kantor lainnya,belanja obat obatan,belanja natura dan pakan
natura,belanja makan minum rapat,belanja makanan dan
minuman jamuan tamu,belanja makanan dan minuman aktifitas
lapangan, belanja pakaian dinas harian dan belanja pakaian

batik tradisional.
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- Realisasi belanja jasa kantor sebesar Rp 3.339.275.263,00 atau
97,25 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar
3.433.620.000,00 terutama ditujukan untuk belanja telpon,
belanja air, belanja listrik,belanja surat kabar,belanja
internet,Honorarium narasumber , pembahas, moderator,
pembawa acara dan panitia, Honorarium Tim pelaksa kegiatan
dan secretariat tim pelaksana kegiatan, belanja jasa tenaga
administrasi ,belanja jasa kebersihan, belanja jasa kontribusi
asosiasi,belanja jasa iklan/reklame,film dan pemotretan,belanja
pembayaran pajak, bea, dan perizinan.

- Realisasi belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp
80.409.606,00 atau 93,51 persen dari anggaran yang
ditetapkan sebesar Rp 85.988.784,00 terutama ditujukan untuk
belanja belanja iuran jaminan Kesehatan bagi non ASN, belanja
iuran jaminan kerja bagi non ASN, belanja iuran kematian bagi
non ASN.

- Realisasi belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp
24.500.000,00 atau 100 persen dari anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp 24.500.000,00 yang ditujukan untuk sewa

kendaraan bermotor penumpang.

- Realisasi belanja sewa Gedung dan bangunan sebesar Rp
27.000.000,00 ditujukan untuk belanja sewa hotel.

- Realisasi Belanja jasa konsultansi non kontruksi sebesar Rp
398.550.000,00 terutama diperuntukkan untuk belanja jasa
konsultansi berorientasi layanan jasa survei, belanja jasa
konsultansi berorientasi layanan jasa studi penelitian dan
bantuan teknik, belanja jasa konsultansi berorientasi layanan

jasa khusus.

- Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS sebesar Rp 72.500.000,00 dipergunakan untuk
belanja kursus singkat dan pelatihan bagi aparatur

- Realisasi Belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar
Rp 201.492.273,00 terutama ditujukan untuk belanja
pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor

kendaraan dinas bermotor perorangan, belanja pemeliharaan
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alat angkutan-alat angkutan darat bermotor kendaraan dinas
bermotor beroda dua, belanja pemeliraan alat kantor dan
rumah tangga alat kantor-alat reproduksi, belanja pemeliharaan
alat kantor dan rumah tangga alat pendingin, belanja
pemeliharaan komputer -komputer unit personal computer,
belanja pemeliharaan computer- peralatan computer-peralatan
jaringan, belanja pemeliharaan computer - peralatan computer

— peralatan computer lainnya.

- Realisasi Belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan sebesar
Rp 34.230.900,00 terutama ditujukan untuk belanja
pemeliharaan bangunan Gedung — bangunan Gedung tempat

kerja-bangunan Gedung kantor.

- Realisasi Belanja uang vyang diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp. 181.875.000,00 terutama
ditujukan untuk belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat

- Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 595.376.350,00
ditujukan untuk belanja perjalanan dinas biasa, belanja
perjalanan dinas dalam kota dan belanja perjalanan paket

meeting dalam dan luar kota.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan
asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu

periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2021 sebesar Rp
937.922.591,00 atau 99,15 persen dari anggaran yang ditetapkan
sebesar Rp 945.921.093,00 yang merupakan realisasi Belanja
Peralatan dan Mesin sebesar Rp 265.752.591,00 dan dan Belanja
aset tak berwujud sebesar Rp. 672.170.000,00 .Rincian realisasi
belanja Peralatan dan Mesin tahun 2021 adalah sebagai berikut:
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Tabel 5.9

Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin

Anggaran Realisasi
No Uraian setelah
perubahan (Rp) (Rp) K
1. | Belanja Modal Alat Penyimpan 6.600.000,00 5.610.000,00 85,00
perlengkapan kantor
2. | Belanja Modal Alat Kantor lainnya 3.850.000,00 1.475.000,00 38.31
3. | Belanja Modal Mebel 29.384.999,00 28.050.000,00 95,46
4. | Belanja Modal Personel computer 102.200.092,00 | 101.833.091,00 99,64
5. | Belanja Modal computer unit | 110.000.000,00 | 108.900.000,00 99,00
lainnya
6. | Belanja Modal Peralatan personal 19.886.002,00 19.884.500,00 99,99
computer
10. | Belanja Modal Software 674.000.000,00 | 672.170.000,00 99,73
Jumlah Belanja Modal 945.921.093,00 | 937.922.591,00 99,15

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal

Bontang.

V.1.2 Neraca

V.1.2.1 Aset

V.1.2.1.1 Aset Lancar

aset tak berwujud tahun 2021 terutama ditujukan untuk melengkapi
peralatan dan perlengkapan kantor dalam rangka menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan

segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual

dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset

Lancar meliputi kas dan setara kas serta persediaan. Nilai Aset Lancar
per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 42.050.483.070,13 Nilai ini

merupakan nilai Piutang pajak, Piutang Retribusi, Piutang lain — lain

PAD yang sah, Penyisihan Piutang dan persediaan per 31 Desember
2021.
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a. Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021
adalah nol atau nihil. Penyetoran sisa Uang Persediaan tahun
anggaran 2021 sebesar Rp 66.527.505,00 telah disetorkan oleh
Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2021.
b. Piutang Pajak
Piutang Pajak adalah hak pemerintah untuk menerima
pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak /bayar atas
kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan
berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat
masa depan yang diakui pada saat ini.
Tabel 5.10
Saldo Piutang 31 Desember 2021

No Uraian Nilai Piutang (Rp )
1 | Piutang Pajak Hotel 160.589.929,00
2 | Piutang Pajak Restoran 1.016.116.659,00
3 | Piutang pajak hiburan 11.479.550,00
4 | Piutang Pajak Reklame 201.022.584,00
5 | Piutang Pajak Penerangan Jalan 1.815.252.830,00
6 | Piutang Pajak Mineral Bukan Logam 20.408.780,00
Piutang Parkir 75.955.200,00
Piutang Pajak Air bawah Tanah 746.821.469,00
9 | Piutang Pajak BPHTB 16.221.227.240,00
10 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan 40.756.870.757,00
Jumlah 61.024.817.559,00

% Piutang Pajak Hotel

Saldo piutang pajak hotel per 31 Desember 2021 adalah
sebesar Rp 160.589.929,00 Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo Awal 1 Januari 2021
Mutasi

< Ketetapan TH 2021
< Pelunasan TH 2021

Saldo Akhir per 31 Desember 2021

% Piutang pajak Restoran

Rp  88.312.241,00

Rp 1.404.526.622,70
Rp (1.332.248.934,70)
Rp 160.589.929,00
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Saldo piutang pajak restoran per 31 Desember 2021 adalah
sebesar Rp. 1.016.116.659,00 hal ini dapat dijelaskan sebagai

berikut :
Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 987.593.463,00
Mutasi
% Ketetapan TH 2021 Rp  10.160.057.211,90
% Pelunasan TH 2021 Rp (10.131.534.015,90)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 Rp  1.016.116.659,00

% Piutang pajak Hiburan
Saldo piutang pajak hiburan per 31 Desember 2021 adalah
sebesar Rp. 11.479.550,00 hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp  9.659.450,00
Mutasi Berkurang
% Ketetapan TH 2021 Rp  429.555.142,40
% Pelunasan TH 2021 Rp (427.735.042,40)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 Rp  11.479.550,00

% Piutang pajak Reklame
Saldo piutang pajak Reklame per 31 Desember 2021 adalah
sebesar Rp. 201.022.584,00 hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp  185.230.955,00
Mutasi
s Ketetapan TH 2021 Rp 814.027.183,00
% Pelunasan TH 2021 Rp. (798.235.554,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 Rp 201.022.584,00

% Piutang pajak Penerangan Jalan
Saldo piutang pajak penerangan jalan per 31 Desember 2021
adalah sebesar Rp. 1.815.252.830,00 hal ini dapat dijelaskan

sebagai berikut :

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 1.843.871.830,00
Mutasi
« Ketetapan TH 2021 Rp 38.435.442.277,00
% Pelunasan TH 2021 Rp. (36.464.061.277,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 Rp 1.815.252.830,00

% Piutang pajak parkir
Saldo piutang pajak parkir per 31 Desember 2021 adalah

sebesar Rp. 75.955.200,00 hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 75.955.200,00
Mutasi
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% Ketetapan TH 2021 Rp 75.192.600,00
% Pelunasan TH 2021 Rp. (75.192.600,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 Rp 75.955.200,00

% Piutang pajak Air Tanah
Saldo piutang pajak air tanah per 31 Desember 2021 adalah
sebesar Rp. 746.821.469,35 hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 796.645.385,35
Mutasi
% Ketetapan TH 2021 Rp  8.155.546.452,10
% Pelunasan TH 2021 Rp (8.205.370.368,45)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 Rp  746.821.469,35

% Piutang pajak Mineral Bukan Logam dan batuan
Saldo piutang pajak mineral bukan logam dan batuan per 31
Desember 2021 adalah sebesar Rp. 20.408.780,00 hal ini dapat

dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 20.408.780,00
Mutasi
% Ketetapan TH 2021 Rp 77.482.125,00
% Pelunasan TH 2021 Rp (77.482.125,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 Rp 20.408.780,00

% Piutang pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Saldo piutang pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.
40.756.870.757,00 hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 34.464.692.152,00
Mutasi
% Ketetapan TH 2021 Rp 45.219.264.685,00
% Pelunasan TH 2021 Rp (38.927.086.080,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 Rp 40.756.870.757,00

% Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Saldo piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 16.221.227.240,00 hal

ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 15.859.227.240,00
Mutasi
s Ketetapan TH 2021 Rp 20.806.442.144,00
% Pelunasan TH 2021 Rp (20.444.442.144,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 Rp 16.221.227.240,00

c. Piutang Retribusi
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Piutang Retribusi adalah merupakan imbalan yang dipungut oleh
pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan
yang diberikan , misalnya retribusi kesehatan dan retribusi ijin
mendirikan bangunan. Piutang Retribusi disebabkan adanya Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen vyang
dipersamakan yang berakibat timbulnya tagihan berupa hak
pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola terkait. Yang sampai
dengan tanggal Neraca tertentu belum dilakukan pembayaran oleh
wajib pajak Retribusi Daerah.

Tabel 5.11
Saldo Piutang Retribusi

No Uraian Nilai Piutang ( Rp )
1 | Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir 106.905.436,00
Jumlah 106.905.436,00

. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang adalah cadangan yang harus dibentuk
sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan
penggolongan kualitas piutang. Saldo Penyisihan piutang per 31
Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp. 19.791.535.508,81 uraian
adalah sebagai berikut :

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp (17.735.248.969,29)
Mutasi
< beban TA 2021 Rp ( 0,00 )
% Koreksi Jurnal Penyesuaian Rp ( 2.056.286.539,52)
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 Rp (19.791.535.508,81)
. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan
(supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan.
Setiap akhir periode pelaporan dilakukan inventarisasi fisik yang
hasilnya digunakan sebagai dasar pengakuan persediaan pada
neraca.

Saldo Persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31
Desember 2021 adalah sebesar Rp. 624.143.419,00 Uraian masing-
masing jenis persediaan hasil inventarisasi fisik persediaan per 31

Desember 2021 adalah sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN BAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021| 47



Tabel 5.12
Rincian Jenis Persediaan Hasil Inventarisasi Fisik

No. Jenis Persediaan Nilai Persediaan (Rp)

1 Persediaan Alat Tulis Kantor 46.516.394,00

2 Persediaan Barang Cetakan 149.544.690,00

3 Persediaan Peralatan Listrik 31.002.230,00
Persediaan Peralatan Kebersihan dan

4 4.840.040,00
Bahan Pembersih

5 Persediaan Bahan Makanan Pokok 1.497.595,00
Persediaan Peralatan Kantor dan

6 10.346.000,00
Rumah Tangga

7 Persediaan Peralatan Komputer 26.772.520,00

8 Persediaan Benda Berharga 353.623.950,00

Jumlah 624.143.419,00

V.1.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan
operasional atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset
tetap yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang per 31
Desember 2021 adalah sebesar Rp 5,613.326.305,00

Tabel 5.13
Rincian Jenis Aset Tetap
No. Jenis Aset Tetap Nilai Aset (Rp)

1 | Tanah 0.00
2 | Peralatan dan Mesin 7.893.111.247,00
3 | Gedung dan Bangunan 3.152.114.659,00
4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan 416.854.836,00
5 | Aset Tetap Lainnya 0.00
6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan 0.00
7 | Akumulasi Penyusutan (5.096.457.232,00)

Jumlah Aset Tetap 5.613.326.305,00

% Peralatan dan Mesin
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah
sebesar Rp 8.164.403.838,00 Hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut:
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Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp  7.893.111.247,00
Mutasi Bertambah

Belanja Peralatan dan mesin TA 2021 Rp 265.752.591,00
Mutasi Tambah Kapitalisasi honorarium Rp 5.540.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 Rp 8.164.403.838,00

Penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin tahun 2021
adalah sebesar Rp 265.752.591,00 dengan rincian sebagai berikut
1. penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dipengaruhi
oleh realisasi belanja tahun 2021 yaitu realisasi belanja
peralatan dan mesin TA. 2021 sebesar Rp 265.752.591,00
yang terdri dari :
- Belanja Modal Alat penyimpan perlengkapan kantor
sebesar Rp. 5.610.000,00
- Belanja Modal Alat kantor lainnya sebesar Rp.
1.475.000,00
- Belanja Modal mebel sebesar Rp. 28.050.000,00
- Belanja Modal personal computer sebesar Rp.
101.833.091,00
- Belanja Modal computer unit lainnya sebesar Rp.
108.900.000,00
- Belanja Modal peralatan personal computer sebesar Rp.
19.884.500,00
% Gedung dan Bangunan
Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31
Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.152.114.659,00 Hal ini

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 3.152.114.659,00
Mutasi Bertambah

- Belanja gedung dan bangunan TA 2021 Rp 0,00
- Mutasi Kurang ekstrakomtabel Rp. 0,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2021 Rp 3.152.114.659,00

Tidak ada Penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan
tahun 2021
% Jalan Irigasi dan Jaringan
Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31
Desember 2021 adalah sebesar Rp 416.854.836,00 Hal ini dapat

dijelaskan sebagai berikut:
Saldo Awal 1 Januari 2021 Rp 416.854.836,00
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Mutasi Bertambah
- Belanja Jalan irigasi dan jaringan TA 2021 Rp

- Mutasi Kurang ekstrakomtabel
Saldo Akhir per 31 Desember 2021

s Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pada

tahun

0,00
Rp. 0,00
Rp  416.854.836,00

2015 Pemerintah Kota Bontang

telah

menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

yang mengamanatkan penyajian akumulasi penyusutan pada

Neraca. Saldo akumulasi penyusutan asset tetap sampai dengan
31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 6.120.047.028,00 dengan

rincian sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tabel 5.14

No. Kelompok Aset Nilai Perolehan Akumulasi Beban Akumulasi Nilai Buku per
Tetap s/d 31 Penyusutan Penyusutan Penyusutan 31 Desember
Desember 2021 s/d 31 periode Tahun s/d 31 2021
Desember 2021 Desember
2020 2021
1 Tanah

2 fﬂzrsa}'r?ta” dan 8.164.403.838 | 4.634.554.248 | 951.559.072 | 5.586.113.320 | 2.578.290.518
3 Gedung Bangunan 3.152.114.659 397.982.559 63.042.293 461.024.852 | 2.691.089.807
4 ﬁ]glr?r?éelxrr:gaSI' dan 416.854.836 63.920.425 8.988.431 72.908.856 |  343.945.980

5 Aset Tetap Lainnya
Jumlah 11.733.373.333 | 5.096.457.232 | 1.023.589.796 | 6.120.047.028 | 5.613.326.305

V.1.2.1.3. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan

sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana

cadangan. Saldo Aset

Daerah

Kota Bontang per

633.877.500,00 terdiri dari :

Saldo Aset Lainnya

Tabel 5.15

31 Desember

2021

Lainnya yang dimiliki Badan Pendapatan

sebesar Rp

No.

Uraian Aset Lainnya

1. Aset Tak Berwujud

2 Aset Lain lain

Nilai Aset (Rp)
3.968.991.800,00
0,00

3 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

(3.335.114.300,00)

Jumlah Aset Lainnya

633.877.500,00
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a) Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat
dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo
Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp
4.641.841.800,00 terdiri dari:

Tabel 5.16
Saldo Aset Tak Berwujud

No. Nama Aset

Nilai Aset (Rp)
3.968.991.800,00
672.170.000,00
680.000,00
4.641.841.800,00

1 | Saldo awal per 1 januari 2021

2 | Mutasi Tambah Belanja aset tak berwujud

3 | Mutasi Tambah kapitalisasi honorarium

Jumlah

b) Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya
Saldo Akumulasi Amortisasi Asset Tak Berwujud sampai
dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 3.604.148.300,00

Tabel 5.17
Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Beban Akumulasi Nilai Buku per
No. Uraian Aset Perolehan s/d amortisasi s/d amortisasi Amortisasi s/d | 31 Desember
Lainnya 31 Desember 31 Desember periode Tahun | 31 Desember 2021
2021 2020 2021 2021
1 | Software/Aset | 4.241.841.800 | 2.935.114.300 269.034.000 | 3.204.148.300 | 1.037.693.500
lainnya
2 Hasil Kajian 400.000.000 400.000.000 0 400.000.000 0
SR— 4.641.841.800 | 3.335.114.300 269.034.000 | 3.604.148.300 | 1.037.693.500

V.1.2.2 Kewajiban

V.1.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek
V.1.2.2.1.1 Utang Belanja

Utang Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 217.935.682,00 Nilai ini

merupakan besaran tunjangan tambahan penghasilan PNS bulan

desember yang pembayarannya akan dilaksanakan pada bulan
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berikutnya sesuai ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Walikota
Bontang Nomor 16 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Walikota Bontang Nomor 188.45/632/BKSDM
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota
no.188.45/90/BKPSDM/2020 tentang Besaran Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Perangkat

Daerah.
V.1.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Badan Pendapatan Daerah Kota
Bontang per 31 Desember 2020, tidak ada atau nihil.

V.1.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Bontang yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bontang.
Nilai Ekuitas Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang per 31 Desember
2021 adalah sebesar Rp. 148.273.787.051,30

Tabel 5.18
Jumlah Ekuitas Badan Pendapatan Daerah
Jumlah Aset Rp 48.688.306.906,41
Jumlah Kewajiban Rp 201.219.267,00 | _
Jumlah Ekuitas Rp 48.487.087.639,41

Perubahan ekuitas tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut:

1 Ekuitas Awal 1 januari 2021 44.381.257.101,28
Surplus / Defisit LO 103.896.050.396,30
Dampak Kumulatif perubahan kebijakan (99.790.219.858,17)
/kesalahan mendasar

2 Ekuitas Akhir 31 Desember 2021 48.487.087.639,41

V.1.3 Laporan Operasional (LO)

V.1.3.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

dan tidak perlu dibayar kembali.

Saldo akun-akun pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember
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2021 adalah sebesar Rp. 123.697.772.038,82 yang terdiri dari :

Tabel 5.19
Saldo Pendapatan-LO

No Uraian Jumlah
1. Pendapatan Hotel 1.217.253.365,70
2. Pendapatan Losmen 187.273.257,00
3. Pendapatan Restoran 3.017.214.028,30
4. Pendapatan Rumah Makan 139.513.390,00
5. Pendapatan Kafetaria 37.175.750,00
6. Pendapatan Kantin 6.567.156,00
7. Pendapatan Jasa Boga 6.959.586.887,60
8. Pendapatan Tontonan 388.000,00
9. Pendapatan Diskotik, Karaoke, Klab Malam 92.392.572,00
10. Pendapatan Pacuan Kuda ,Kendaraan Bermotor, 297.900.471,40
Permainan Ketangkasan
11. Pendapatan Panti Pijit, Refleksi, Mandi Uap, Spa 38.874.099,00
dan Pusat Kebugaran
12. Pendapatan Reklame Papan, Billboard, Vidiotron 812.245.283,50
13. Pendapatan Reklame Kain 1.509.399,50
14. Pendapatan Reklame Berjalan 7.472.500,00
15. Pendapatan Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 22.393.648.368,00
16. Pendapatan Penerangan Jalan Sumber Lain 14.041.793.909,00
17. Pendapatan Parkir 75.192.600,00
18. Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah 8.155.546.452,10
Pendapatan Sarang Burung Walet
19. Pendapatan Mineral Bukan Logam dan Lainnya 77.482.125,00
20. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 45.210.642.246,00
dan Perkotaan
21. Pendapatan BPHTB 20.806.442.144,00
29. Pendapatan Denda Pajak Hotel 1.628.542,00
30. Pendapatan Denda Pajak Restoran 2.351.228,80
31. Pendapatan Denda Pajak Hiburan 50.520,00
32. Pendapatan Denda Pajak Reklame 11.530.392,00
33. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 5.679.775,00
Dihasilkan Sendiri
34. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dari 2.705.291,92
Sumber Lain
35. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan 84.395.531,00

Pedesaan dan Perkotaan

Jumlah pendapatan LO

123.684.455.284,82

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN BAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 53




V.1.3.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari
pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas
umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik

yang belum dibayar pemerintah daerah.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada
pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi
aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada
saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi

atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Selama tahun 2021 Beban Badan Pendapatan Daerah Kota
Bontang adalah sebesar Rp 19.805.121.303,52 terdiri dari:

Tabel 5.20
Rincian Beban Badan Pendapatan Daerah
No. Uraian Jumlah (Rp)

1 | Beban Pegawai 9.790.082.942,00
2 Beban Persediaan 1.332.300.369,00
3 | Beban Jasa 4.304.136.719,00
4 | Beban Pemeliharaan 235.723.173,00
5 Beban Perjalanan Dinas 595.376.350,00
6 Beban Penyusutan dan Amortisasi 1.292.623.796,00
7 | Beban Penyisihan Piutang 2.056.286.539,52
8 | Beban Lain —lain 181.875.000,00

Total 19.788.404.888,52

Berikut ini akan diuraikan penjelasan ringkas mengenai Beban
tahun 2021 sebagai berikut:

a) Beban Pegawai

Beban pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada
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tahun 2021 adalah sebesar Rp 9.790.082.942,00 terdiri dari:

Tabel 5.21

Rincian Beban Pegawali

No. Uraian Jumlah (Rp)
1 | Gaji Pokok PNS - LO 1.854.367.859,00
2 | Tunjangan Keluarga PNS — LO 206.457.988,00
3 | Tunjangan Jabatan PNS — LO 145.605.000,00
4 | Tunjangan Fungsional Umum PNS - LO 66.640.000,00
5 | Tunjangan Beras PNS — LO 111.092.280,00
6 | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS — LO 1.544.333,00
7 | Pembulatan Gaji PNS — LO 23.426,00
8 | luran Jaminan Kesehatan PNS — LO 216.316.356,00
9 | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS - LO 2.165.246.151,00
10 | Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS — LO 30.104.330,00
11 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan prestasi kerja PNS — LO 175.872.340,00
12 | Insentif pemenungutan pajak daerah 4.816.812.879,00
Total Beban Pegawai 9.790.082.942,00

b) Beban Persediaan

Beban persediaan Badan Pendapatan daerah Kota Bontang
pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.332.300.369,00 terdiri dari:

Tabel 5.22

Rincian Beban Persediaan

No. Uraian Jumlah (Rp)
1 | Beban Persediaan bahan bakar dan pelumas 171.758.000,00
2 | Beban Persediaan suku cadang alat laboratorium 7.500.000,00
3 | Beban Persediaan alat tulis kantor 105.970.111,00
4 | Beban Persediaan kertas dan cover 195.194.211,00
5 | Beban Persediaan bahan cetak 411.875.988,00
6 | Beban Persediaan benda pos 6.000.000,00
7 | Beban Persediaan bahan computer 91.590.484,00
8 | Beban Persediaan perabot kantor 30.321.980,00
9 | Beban Persediaan alat listrik 20.754.820,00
10 | Beban Persediaan souvenir/cendera mata 27.422.000,00
11 | Beban Persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor 26.509.070,00
lainnya 2.178.000,00
12 | Beban Persediaan obat-obatan 47.125.705,00
13 | Beban Persediaan natura 94.050.000,00
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14

Beban Persediaan pakaian dinas harian (PDH)

Beban Persediaan pakaian batik tradisional

94.050.000,00

Total Beban Persediaan

1.332.300.369,00

c) Beban Jasa

Beban jasa Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada

tahun 2021 adalah sebesar Rp 4.304.136.719,00 terdiri dari:

Tabel 5.23

Rincian Beban Jasa

No. Nama Akun Jumlah (Rp)
1 | Honorarium narasumber atau pembahas, 348.200.000,00
moderator, pembawa acara, dan panitia
2 | Honorarium tim pelaksana kegiatan dan 39.000.000,00
sekretariat tim pelaksana kegiatan
3 | Beban Jasa tenaga administrasi 1.698.150.000,00
4 | Beban Jasa tenaga kebersihan 108.440.000,00
5 | Beban Jasa pelayanan kearsipan 9.664.000,00
6 | Beban Jasa kontribusi asosiasi 54.000.000,00
7 | Beban Jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan 799.500.000,00
8 | Beban tagihan air 16.000.000,00
9 | Beban tagihan listrik 59.953.200,00
10 | Beban langganan jurnal/surat kabar/majalah 8.400.000,00
11 | Beban kawat/faksimili/internet/TV/berlangganan 193.234.718,00
12 | Beban pembayaran pajak, bea, dan perizinan 14.397.345,00
13 | Beban iuran jaminan Kesehatan bagi non ASN 74.134.806,00
14 | Beban iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non 2.788.800,00
ASN
15 | Beban iuran jaminan kematian bagi non ASN 3.486.000,00
16 | Beban sewa kendaraan bermotor penumpang 24.500.000,00
17 | Beban sewa hotel 27.000.000,00
18 | Beban Jasa survei 99.000.000,00
19 | Beban Jasa studi penelitian dan bantuan Teknik 200.000.000,00
20 | Beban Jasa khusus 99.550.000,00
21 | Beban kursus pangkat/pelatinan 72.500.000,00
22 | Beban makanan dan minuman rapat 311.248.850,00
23 | Beban makanan dan minuman jamuan tamu 12.239.000,00
24 | Beban makanan dan minuman aktivitas 28.750.000,00
lapangan
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Total Beban Jasa 4.304.136.719,00

d) Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 235.723.173,00 terdiri dari:

Tabel 5.24
Rincian Beban Pemeliharaan
No. Uraian Jumlah (Rp)
1 Beban Pemeliharaan kendaraan dinas bermotor 119.824.100,00
perorangan
2 | Beban Pemeliharaan kendaraan bermotor beroda 19.994.700,00
dua
3 | Beban Pemeliharaan alat reproduksi (penggandaan) 6.669.073,00
4 | Beban Pemeliharaan alat pendingin 10.340.000,00
5 | Beban Pemeliharaan personal computer 14.227.400,00
6 | Beban Pemeliharaan peralatan jaringan 19.470,000,00
7 | Beban Pemeliharaan peralatan komputer lainnya 10.967.000,00
8 | Beban Pemeliharaan bangunan gedung kantor 34.230.900,00
Total Beban Pemeliharaan 235.723.173,00

e) Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Badan Pendapatan Daerah Kota
Bontang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 595.376.350,00 terdiri

dari:
Tabel 5.25
Rincian Beban Perjalanan Dinas
No. Uraian Jumlah (Rp)
1 | Beban perjalanan dinas biasa 586.876.350,00
2 | Beban perjalanan dinas dalam kota 8.500.000,00
Total Beban Perjalanan Dinas 595.376.350,00

f) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi Badan Pendapatan Daerah
Kota Bontang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.292.623.796,00
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terdiri dari:

Tabel 5.26

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No. Nama Akun Jumlah (Rp)
1 | Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya 951.559.072,00
2 | Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor 63.042.293,00
3 | Beban Penyusutan Jalan Kota 8.988.431,00
4 | Beban Amortisasi Aset Tidat Berwujud — Software 269.034.000,00
Total Beban Penyusutan 1.292.623.796,00

g) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Badan Pendapatan Daerah Kota
Bontang pada tahun 2021 adalah Rp. 2.056.286.539,52 terdiri dari :

Tabel 5.27
Rincian Beban Penyisihan Piutang

No.

Nama Akun

Jumlah (Rp)

1 | Beban Penyisihan Piutang PBB P2

2.056.286.539,52

Total Beban Penyisihan Piutang

2.056.286.539,52

h) Beban lain lain

Beban lain - lain Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang pada
tahun 2021 adalah sebesar Rp 181.875.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.28
Rincian Beban Lain-lain

No.

Nama Akun

Jumlah (Rp)

1 | Beban Jasa yang diberikan kepada masyarakat

181.875.000,00

Total Beban Lain —lain

181.875.000,00

V.1.3.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Dalam kegiatan operasional tahun 2021, berdasarkan realisasi

pendapatan sebesar Rp. 123.697.772.038,82 dan realisasi beban
sebesar Rp 19.805.121.303,52 maka Badan Pendapatan Daerah Kota

Bontang mengalami Surplus sebesar Rp 103.892.650.735,30

V.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE)
V.1.4.1 Komponen Perubahan Ekuitas
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Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal,
Surplus/Defisit-LO, Dampak Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar,
dan Ekuitas Akhir.

Berikut ini akan diuraikan penjelasan ringkas mengenai Komponen
Perubahan Ekuitas tahun 2021 sebagai berikut:
a) Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang adalah

sebesar Rp 44.381.257.101,28
b) Surplus Defisit (LO)

Surplus Defisit (LO) Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
tahun 2021 adalah sebesar Rp 103.896.050.396,30 yang
dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO.

c) Dampak Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Badan
Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2021 merupakan
koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas

pada tahun 2021, antara lain:

- Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0,00
- Lain - lain Rp (99.790.219.858,17)

d) Ekuitas Akhir
Ekuitas akhir Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun
2021 adalah sebesar Rp. 48.487.087.639,41

V.2 Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Badan Pendapatan Daerah  Kota Bontang sebagai entitas
akuntansi menerapkan basis akrual sebagai dasar penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat Daerah. Untuk menyusun Neraca Badan
Pendapatan Daerah Kota Bontang, harus membuat jurnal untuk
melakukan rekonsiliasi atas belanja yang terealisasi selama tahun 2021,

antara lain:

1. Jurnal Penutup untuk Pendapatan dan Belanja
Pada tanggal 31 Desember 2021
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Nama Akun

Debet

Kredit

Pendapatan Rp 117.005.046.176,17

Surplus/Defisit-LRA

Rp. 99.790.219.858,17

Belanja

Rp 17.214.826.318,00

2. Persediaan

Pada tanggal 31 Desember 2020

Nama Akun

Debet

Kredit

Persediaan Alat Tulis Kantor

46.516.394,00

Persediaan Barang Cetakan

149.544.690,00

Persediaan Peralatan Listrik

31.002.230,00

Persediaan Bahan Makanan dan

minuman

1.497.595,00

Persediaan peralatan computer

26.772.520,00

Persediaan Alat Untuk Kegiatan

Kantor Lainnya

368.809.990,00

Ekuitas

624.143.419,00

3. Belanja Modal/Pengadaan Aset

Pada saat terjadi Pengadaan Belanja Modal:

Nama Akun

Debet

Kredit

Belanja Modal

937.922.591,00

RK PPKD

937.922.591,00

Pada saat dicatat sebagai Aset:

Nama Akun

Debet

Kredit

Aset Tetap

937.922.591,00

Ekuitas

937.922.591,00

Bab VI

Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
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VI.1. Domisili Entitas
Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang beralamatkan di JI. M.H.

Thamrin RT.05 No. 15, dan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2018

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

VI1.2. Sifat Operasi

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersurat maupun tersirat dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada hakekatnya adalah pembagian
kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus

rumah tangga daerah masing— masing dalam asas Desentralisasi.

Bertitik tolak dari hakekat otonomi yang cukup luas tersebut,
perencanaan pembangunan sebagai salah satu aspek penting dalam
penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus
diupayakan untuk dapat memberikan konstribusi dalam menunjang kelancaran

jalannya pelaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 05 Tahun 2018
tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya diatur
dalam Peraturan Walikota Bontang No. 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan ,
Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah Kota Bontang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang,
memiliki tugas pokok dalam “Membantu Walikota dalam melaksanakan

fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah”.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah

Kota Bontang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusun kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang pendapatan

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pendapatan

¢. Pemantauan , Evaluasi , dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis fungsi penunjang bidang pendapatan

d. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah bidang pendapatan
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan
tugas dan fungsi Bapenda

VI1.3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang

Struktur organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang terdiri

dari:

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahi:
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Perencanaan , Pembukuan dan Pengendalian operasional
membawahkan dan mengordinasikan :
- Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan
Daerah
- Sub Bidang Pembukuan dan Pengendalian Operasional
d. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, membawahkan dan mengordinasikan
- Sub Bidang Pendaftaran,Pendataan dan Penetapan
- Sub Bidang Penagihan dan Keberatan
e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan membawahkan dan mengordinasikan :
- Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak bumi dan Bangunan dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bab VII
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Penutup

Penyajian Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31
Desember 2020 ini disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
khususnya pasal 259 ayat (1) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa
Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 294 ayat (1)
disampaikan kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan laporan keuangan tahun 2016 ini disusun dengan
menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana
amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah, khususnya pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa penerapan SAP
berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran
2015.

Demikian Laporan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN BAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021| 63



